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|

. bahwa urusan pemermtahan bldang komun1ka31 dan
1nformat1ka, bidang statistik dan bidang persandlan d1
Daerah dilaksanakan - oleh D1nas_ Komunikasi dan
Informatlka | , . | » - |

. bahwa _guné : kellaricvafari - dan ketértiban"

' penyclenggaraan Pemérintahan_ : ‘Da_'er:ah' ‘maka per'Iu

diﬁatur struktur, tugas, fimgsi dan tata kerja;

b.'ahwa berdasarkan - pertlmbangan scbégaimana -

d1maksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu
‘ menetapkan Peraturan Bupat1 tentang: Kedudukan,
Susunan Organisasi, ’I‘ugas dan Fung81 serta Tata KerJa

v Dmas KomunlkaSI dan- Informatlka

Undang-Undang Nomor 13  Tahun 1950 tentang"

,Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten = Dalam
L}ngkungan Provinsi Jawa Tengah ~ | | _ | o
. Undang-Undang Nomor 23 vTahun 2014 tentang .
P;efne'rintahan Daerah (Lémbaran Negara. Republik
Indone31a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran,
’,Negara Republik Indonesm Nomor 5587) sebagalrnana‘
telah diubah beberapa kah terakhir, dengan Undang-v
dndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(I'Jembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
1\{Iomor 245, Tambahan - Lembaran Negara Repubhk

Indones1a Nomor 6573), v



3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
o o Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indone31a
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah _
d1ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 ‘tentang Perangkat Daerah
' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Ncgara Republik
Indone31a Nomor 6402);
4, Peraturan Daerah Kablipaten Karanganyar Nomor 16
| Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16,
;Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar_

Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan =

Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 = =

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

4 Karanganyar ‘Nomor 16: Tahun = 2016 tentang
Pembentukan ~dan  Susunan Perangkat Daerah ;
Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan
yembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);

| MEMUTUSKAN : EE

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN
' ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

' DIN\AS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dlmaksud dengan

1. xDaerah adalah Kabupaten Karangayar.

2. Pemenntah Daerah_. adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

| pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadii
\kewenangan Daerah Otonom.

..‘[
|



Bupat1 adalah Bupati Karangayar , ; ,
erangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupat1 dan

D’ewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. -

S‘ekretaris Daerah adalah Pimpinan dari Perangk'at‘*_
Daerah unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah

|

y}ang bertugas mengoord1nas1kan Perangkat Daerah.

.. Dinas Komunikasi dan Informatlka selanjutnya d1s1ngkat :

| o
Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan P

- urusan pemermtahan ’ b1dang , kornun1kas1 dan‘

; 1nformat1ka b1dang statlstl dan bldang persandlan di

10.

Daerah

K\epala Dmas adalah P1mp1nan dar1 Perangkat Daerah

Dlskommfo | ‘
Umt Pelaksana Tekms D1nas yang selanjutnya dlslngkat
UP’I‘D adalah unsur teknis operasional dan/ atau unsur

teknis penunjang tertentu D1nas - Komunikasi dan

| Informat1ka

Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

|

fungsional yang berdasarkan ,pada keahlian dan
keterampilan tertentu. . | ERS ~

Subkoordmator adalah peJabat fungsmnal Ahli Muda yang
d1ber1kan tugas dan fungsi koord1nas1 serta pengelolaan:

keg1atan sesuai b1dang tugasnya dalam suatu satuan -

~ kerja sebagalmana d1atur peraturan perundang-undangan

— tentang organlsa81 dan tata kerja 1nstans1 o

- BABII .
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI :
\

Pasal 2

D1skom1nfo d1p1mp1n oleh Kepala Dmas yang berkedudukan -

di bawah dan bertanggung _]awab kepada Bupatl mela1u1
Sekretans Daerah

|



Pasal 3
(1) Susunan organ1sa31 D1skom1nfo terdm darx
a - Kepala Dinas;

| b\. Sekretariat, membawahkan :
\11 1." Subbagian Umum; »dan'

|- 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
c‘\ Bidang Informasi dan - Komunikasi -~ Publik,

 membawahkan:
|

| 1. Seksi Pengelolaan Media dan Data Statistik; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsmnal
d.; | B1dang Tatakelola Informauka membawahkan :
\ . Seksi Persandian dan Keamanan Jarlngan dan
]‘ 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
\ UPTD; dan

fo \Kelompok Jabatan Fungsmnal

(2) Bagan Susunan Organisasi D1skominfo sebagaimana

terc{antum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

l
| 'BABII
\ TUGAS DAN FUNGSI

11 ‘ ‘ Bagian Kesatu
\ Kepala Dinas

4 Pasal 4 _ A
Kepala Dlskommfo mempunyai tugas membantu Bupati

- dalam melaksanakan urusan pemermtahan‘ bidang

komun1kas1 dan informasi, bldang persandian dan bidang
statistik \ yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembanttlylan yang ditugaskan kepada Daerah.

l " Pasal 5

Dalam rrllelaksanakan tugas sebagaimana }dimaksud dalam
Pasal 4, I%epala Dinas mempunyai fungsi,: | |

a. perumusan kebijakan bidang komun1kas1 dan informasi,

b1dang persandlan dan b1dang statlstlk



b. ‘pelaksanaan kebljakan ‘ bidang’ komunikasi dan |
| 1nforma31, bidang ¢ nersandlan dan bidang statistik;
B pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi
- dan informasi, bldang persandian dan bidang stat1st1k
d. p\elaksanaan administrasi Diskominfo; dan
pjelaksémaan tugas lain, sesuai dengan tugas dan

angsinya. '

‘ S Bagian Kedua

| : - Sekretariat
| |
\3 ' | .~ Pasal6'
(1) Sekretariat sebagaim‘ana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
llxuruf b merupakan unsur pembantu Kepala Dinas.
(@) Sckretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di baWah dan
l?ertanggung jawé.b kepada Kepala Dinas.
L . Pasal 7
Sekl\jetaris’ mempunyai . tugas melakukan perencanaan
perﬁ;musan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian,
pemé.ntauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan
ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan,
ker_lasama kearsipan, = dokumen, keorgamsaman dan
ketatalaksanaan kehumasan, kepegawalan dan pelayanan
adm1n1stra31
B |
: Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam
Pasal 7, Sekretaris mempunyal fungs1

a. | pengoordinasian kegiatan;

b.  pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program

‘kerja;
\

c. | pembinaan dan pemberlan dukungan administrasi yang

\ mehputl ketatausahaan, kepegawaian, hukum,

. ‘keuangan, kerumahtahggaan, kerja sama, hubungan
| imasyarakat, arsip dan dokumentasi;

8
|
|



(1)

(2)

pengoordlnasmn pembinaan dan penataan orgamsam
dan tata laksana;

pengoordmasmn dan penyusunan peraturan perundang-
undangan serta pelaksanaan advokasi hukum,
pengoordinaéian pelaksanaan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan 1nforma31 dan

dokumentas1

penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan‘v

qaerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; o

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai

_ dengan lingkup tugasnya; dan

| ' : ’
pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya. ' '
i

Pasal 9

St’lbbaglan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf b angka 1, masing-masing dipimpin oleh seorang
Kepala Subbag1an yang berada dibawah dan bertanggung
Jawab kepada Sekretaris. '

Kepala Subbagian Umum sebagalmana dimaksud pada

ayat (l) melaksanakan' tugas penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan,

cvalua31 dan pelaporan perencanaan program Kerja,

| pengelolaan keuangan dan ~ aset,  pembinaan

ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama,
kc;arslpan, keorganisasian, ketatalaksanaan, kehumasan
dé:m kepegawaian. '

r
| \ ‘ . Baglan Ketiga
\ Bldang Informasi dan Komunikasi Publik

3

Pasal 10
B1dang Informasi dan Komunikasi Publik merupakan

" unsur pelaksana komunikasi, informasi dan statlst1k

B1dang Informasi dan Komun1kas1 Publik dipimpin ‘oleh

Kepala Bidang, berada d1 bawah dan bertanggung _]awab
kepada Kepala Dinas. '
} .

|
|
|

|
i



Pasal 11

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagalmana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai tugas

perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
1 ) ’ . . .

pemantauan, evaluasi dan pelaporan informasi dan

|

komunikasi publik.

\ : - Pasal 12
Dalafn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik,
menyelenggarakan fungsx
a. I‘Denyusunan kebljakan tekms pelayanan informasi

pubhk pengelolaan ‘media dan data statistik, serta

pengelolaan daya komun1ka31 dan informatika;

b. pelaksanaan teknis pelayanan informasi publik,
pengelolaan media dan data statistik, serta pengelolaan
daya komunikasi dan informatika; _

c. Igengelolaan teknis pelayanan informasi publik,
Igcngelolaan media dan data statistik, serta pengelolaan
daya komunikasi dan informatika;. ' |

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan informasi

o i)ublik, pengelolaan media dan data statistik, serta
faengelolaan daya koﬂlunikasi dan informatika;; dan

| 4 . .
e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan
| ’ .

- fungsinya.
|
‘ Pasal 13

(1) Sek51 sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),
huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
'berada dibawah dan bertanggung jawab kepada chala
B1dang .

(2) chala Seksi Pengelolaan Media dan Data Statistik - |
sciebagaiinana dimaksud padé. ayat (1) melaksanakan tugas
pf:nyiapan - bahan : perencanaan ~ perumusan - dan

pelaksanaan  kebijakan, pemantauan, evaluasi dan

\ , _
pelaporan pengelolaan media dan data statistik.

|

|
!
|
|



v , , Bagian Keempat
'] -~ Bidang Tata Kelola Informatika
\ Pasal 14
(1) Bldang Tata Kelola Informatika merupakan unsur

pelaksana tata kelola informatika.

L
(2) Bldang Tata Kelola Informatlka dipimpin oleh Kepala
Bldang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala D1nas

| Pasal 15
Kepala Bidang Tata Kelola Informatika sebagaimana
dn'na\ksud dalam Pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas

perenicanaan  perumusan dan pelaksanaan kebijakan

pernantauan evaluasi dan pelaporan tata kelola informatika.
\

|

o | Pasal 16 -
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d1maksud dalam

Pasal\ 15, Kepala Bidang Tata Kelola Informatlka, mempunyax
fungsr A
a. penyusunan kebijakan tekms pengembangan 31stem
1n\formas1 manajemen, pengelolaan QGovemment,
persandian dan keamanan jaringan Pengelolaan
e-Goverment,; ' . |
b. pélaksanaan kebijakan teknis pengembangan sistem
informasi ‘manéjemen, pengelolaan  e-Government,
persandian dan keamanan jaringan Pengelolaan
e-]Govemment; . y ’
c. pelngelolaan pengembangan sistem informasi manajemen,
pehgeiolaan e-Government, persandiari dan keamanan
‘ jaxilingan Pengelolaan e-Goverment, » o
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan
sistem 1nforma81 . manajemen, pengelolaan
e Govemment persandlan dan keamahan jaringan
| Pengelolaan e-Government; dan

€. pelaksanaan ‘dinas lain sesuai dengan tugas dan
' fungsmya

]

|



e

(3)

" Pasal 17

Sc\akm sebagalmana d1maksud dalam Pasal 3 ayat (1)

,huruf d angka 1, d1p1mp1n oleh seorang Kepala Seksi

yéng berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Képala Bidang Tata Kelola Informatika.

K?pala Seksi Persandian dan Keamanan Jafing_an
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan

|
tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan

v pe“laksanaan kebijakan, pemantauan, »evalua"s.i dan

pelaporan persandian dan keamanan jaringan.

,’ Bagian Kelima
B UPTD

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau
tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat
d1bentuk UPTD.

UP'I‘D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
Kepala UPTD yang berada di bawah_ dan
bertanggung)awab kepada Kepala Dinas.

Ketentuan lebih lanjut mengeneu pembentukan UPTD

| dlz?.tur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

[ H
{ : Bagian Keenam
1 | Kelompok Jabatan Fungsional.

| - ~ Pasal 19

i . . .
Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan

E p'eiraturan perundang-undangan berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang/Sekretaris.

~ Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada }

ay‘\at (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan darf; beban
kerja. .
i Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga

fungsmnal yang terbagi dalam kelompok sesua1 .dengan

b1dang keahhannya



| (2) Jenls dan jenjang Jabatan Fungsmnal sebagalmana

L dllmaksud pada ayat (1), dlatur sesuai ketentuan peraturanv

B p?rundang-undangan

A : ,

\ ' : Pasal 21 ‘

(1) Pada Kelompok Jabatan Fungsional dapat dxbentuk
: S\\lbkoordlnator pahng banyak 3 (t1ga) dalam 1 (satu)

bidang. s ' '

{2) Jenis dan jumlah Subkoordlnator dltetapkan oleh Bupati
atas usulan Kepala Dlnas

| Pasal 22
- Jabatan Fungsmnal melaksanakan tugas dan bertanggung

jawab % kepada Kepala Dinas melah.u Seks1/ Subbagian dan/
atau Bldang/ Sekretans sesual Jems dan Jenjang jabatannya

yang ].’T’lemlhkl keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan o

‘ ‘Fungsl‘onal
\‘  _ BAB IV
s ~ TATAKERJA
* ,
‘ Pasal 23

Kepala ‘Dinas | mehyambaikan‘ lépofan ‘ hasil pelaksanaan

urusar~1 pémcrintahan kepadak Bupati _r'nelvalui Sekretaris
,Daeral'\x. ' | |
\ e [ Pasal 24 | |
Kepala Dmas membuat usulan anahs1s jabatan, peta Jabatan,
~analisis beban Kkerja, evaluasi jabatan dan standar '

P :
kompetensi jabatan kepada Bupati. -

;\_"  Pasal2s -
(1) Kepala D1nas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Subbaglan Kepalé Seksi‘ dan Kepala UPTD dalam’
'meiylaksanakan tugas menerapkan pr1ns1p koordmas1

1ntegras1, dan s1nkron1sas1

*



) Képala Dinas, Sekretaris,, Kepala Bidang, Kepala
Subbaglan, Kepala Seksi dan Kepala UPTD melaksanakan

tugas - menerapkan prinsip perencanaan,

péngorganisasian, pemantauan, ev_aluasi dan pelaporan.
(3) K;epala - Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala

‘Sil.lbbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD melaksanakan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
o C Pasal 26 .
(1) I{j‘épala Dinas  bertanggung jawab  memimpin,
| rﬁengbordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap
p‘elaksanaan tugas bawahan _ .
- (2) Kepala Dmas melaksanakan pengawasan tugas. bawahan
dan mengambﬂ langkah langkah yang diperlukan sesuai .
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

|
|

| B | Pasal 2‘7

Kepala Dinas wajib menyampmkan laporan berkala tepat ‘

pada waktunya.
|

“ | : . Pasal 28

Dalam rnelaksanakan tugas di W11ayah Kepala Dinas wa_ub

_ melakukan koord1nas1 dengan Camat

.

1 | BAB'V

KETENTUAN PERALIHAN

| _

\ I Pasal 29 7 7

{1) Pejabat yang ada pada saat bérlakunya Peraturan Bupati

' ~;ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan
;tugasnya sampai dengan tditetap‘kannya pejabat yang

- |baru berdasarkan Peraturan Bupat1 ini.

|
\
|
|
|




(2) Pe_]abat Pelaksana yang ada saat berlakunya Peraturan

Bupat1 ini  tetap menduduk1 jabatannya dan |

melaksanakan 'Eugasnya sampai dengan ditetapkannya

- . ‘

Jabiatan , Fungsional sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. e ; |

(3) Pe_]abat Pelaksana sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)~

bertanggung]awab Pepada pejabat administrasi  di’

|
atasnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 30 |

1skorr‘unfo dalam melaksanakan Urusan Pemenntahan dan

- tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat

koyordil[natif dan fungs_ionél untuk fnenyinkronkan pelaksanaan

tugas dan fungsi masing-masing,

Pasal 31

Ketentuan lebih lan_]ut mengena1 uraian tugas set1ap Jabatan :

diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII
- KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupat1 ini mulai berlaku, Peraturan

Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 tentang v

Kedudukan, Struktur Orgamsam, Tugas, Fungsi dan ‘Tata

Ker_]a} Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah‘ .

Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 11 1), d1cabut dan -

: d1nyatakan tldak berlaku

s



Peraturén Bupati - ini
diundangkan.
i

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan  Peraturan

Pasal 33‘ ,

mulai

penempatannya dalam  Berita
' .

Karang?nyar.

|
|
|
|

’ Diuﬁdangkan di Karangahyar

pada tanggal 31 Desember 2021

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

. g
ttd |

' SUTARNO |

BERITA DAERAH KABUP‘ATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 116

|

|
|

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2021
- BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

berlaku pada . tanggal

Bupati  ini dengan

"Daerah  Kabupaten

-‘-

 Salinan sesuai dengan aslinya

BRI
NIP 19 50311

SEKRETARIAT DAERAH

99903 1 009

(=" .-'l;

s

g
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